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ABSTRAK  
 
Istiqomah, Itri Rofiatul. Tinjauan Hukum Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil 
di Luar Nikah dan Dampaknya (Studi Kasus Penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA Bbs 
dan Putusan No. 142/Pdt.G/2019/PA Bbs). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan 
dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan 
prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, undang-undang tersebut 
memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan.  
Penelitian ini bertujuan untuk tinjauan hukum Islam dan hukum positif di 
Indonesia terhadap pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah dan dampak 
pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah pada penetapan No. 
097/Pdt.P/2017/PA Bbs. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan 
(library research) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utama 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan 
data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) hukum pernikahan di bawah 
umur akibat hamil di luar nikah dalam pandangan Islam dibolehkan. Menurut 
kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa, wanita hamil karena zina boleh dikawini 
siapa saja baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain, karena kandungan 
yang ada pada wanita itu tidak sah keturunannya. Pendapat Imam Syafi’i, nikah dengan 
wanita akibat perzinaan hukumnya boleh karena terdapat hadits yang diriwayatkan 
Aisyah berbunyi “Tidak diharamkan perkara haram bila menjadi halal”. Imam Maliki 
juga memperbolehkan menikahi wanita zina dengan syarat menunggu akad nikah 
selama tiga bulan/tiga haid, dan Imam Hambali berpendapat bahwa wanita yang berzina 
baik hamil atau tidak, dilarang dinikahkan oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya 
kecuali bila terpenuhi dua syarat, yaitu wanita itu telah habis iddahnya dan wanita itu 
telah taubat dari perbuatan maksiat. Pernikahan akibat hamil di luar nikah juga diatur 
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. 2) Dampak pernikahan di bawah umur akibat 
hamil di luar nikah pada penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA Bbs yaitu kesulitan ekonimi 
dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan hancurnya perkawinan dan berakhir dalam 
perceraian dengan putusan No. 1421/Pdt.G/2019/PA Bbs, karena tidak adanya 
kematangan emosi sehingga tidak mampu mengolah emosi dengan baik, tidak adanya 
komunikasi dengan pasangan, salah dalam pengambilan keputusan, serta tidak mampu 
menghadapi konflik karena tidak adanya kesiapan untuk menerima apa adanya 
pasangannya. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
Kata Kunci: Pernikahan di Bawah Umur, Luar Nikah dan Dampak. 
vi 
ABSTRACT 
 
Istiqomah, Itri Rofiatul. Legal Review of Underage Marriage Due to Pregnancy 
Outside Marriage and Its Impact (Case Study of Establishment No. 097/Pdt.P/2017/ PA 
Bbs and Decision No. 142/Pdt.G/2019/PA Bbs). Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of 
Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. 
Although age limits have been established, there are still deviations from 
underage marriages. This clearly contradicts the principles and conditions of marriage 
outlined by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. For this deviation, the law 
provides a solution in the form of dispensation from the court. 
This study aims to review Islamic law and positive law in Indonesia for underage 
marriages due to pregnancy outside marriage and the impact of underage marriages due 
to pregnancy outside marriage in stipulation No. 097/Pdt.P/2017/PA Bbs. The type of 
research used is library research with a normative legal research approach. The main 
data source used in this research is secondary data with the method of collecting 
literature and document study data. The method of data analysis uses descriptive 
qualitative analysis. 
The results of this study can be concluded that 1) the law of underage marriages 
due to pregnancy outside marriage in view of Islam is permitted. According to most 
scholars of fiqh, it is argued that a pregnant woman due to adultery can be married to 
anyone, both the man who impregnates her and other men, because the content that is 
in her offspring is invalid. The opinion of Imam Shafi'i, marriage to a woman due to 
adultery may be because there is a hadith narrated by Aisha that reads "It is forbidden 
for a haram if it becomes halal". Imam Maliki also allowed to marry an adultery woman 
on condition that he would wait for a marriage contract for three months / three 
menstruation, and Imam Hambali argues that women who commit adultery whether 
pregnant or not, are prohibited from being married by men who know the situation 
unless two conditions are fulfilled, namely the woman the iddah had finished and the 
woman had repented of immoral acts. Marriage due to pregnancy outside marriage is 
also regulated in the Compilation of Islamic Law Article 53. 2) The impact of underage 
marriage due to pregnancy outside marriage in stipulation No. 097/Pdt.P/2017/PA Bbs 
namely economic difficulties in the household. This led to the destruction of the 
marriage and ended in divorce with decision No. 1421/Pdt.G/2019/PA Bbs, due to lack 
of emotional maturity so unable to process emotions properly, lack of communication 
with partners, wrong decision making, and unable to deal with conflict due to lack of 
readiness to accept what their partners are. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of 
Law, University of Pancasakti Tegal. 
 
Keywords: Underage Marriage, Out of Marriage and Impact. 
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MOTTO 
 
 
Ada empat persyaratan dalam setiap pernikahan yang membahagiakan. Yang 
pertama adalah iman, dan sisanya adalah kepercayaan.  
(Elbert Hubbard) 
 
Komitmen, kesetiaan, nafsu, dan cinta adalah bagian dari pernikahan.  
(Lala Purwono) 
 
Bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya persahabatan yang membuat 
pernikahan tidak bahagia.  
(Friedrich Nietzsche) 
 
Ketika seseorang tidak memenuhi kriteria kita, bahkan jauh sekali, maka bukan 
berarti kita tidak bisa menyukainya. Tanyakanlah ke orang tua kita, nenek kakek 
kita, pernikahan mereka langgeng, justru karena tetap menyukai seseorang dengan 
segala kekurangannya.  
(Tere Liye) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, 
sebagaimana berlaku pada manusia untuk saling menyayangi dan mengasihi. Hal 
ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka 
membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Untuk membentuk suatu 
keluarga harus dipersiapkan dengan matang antara dua belah pihak, baik dari pihak 
laki-laki dan perempuan. 
Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan 
perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan 
semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu dasar syahwatnya, sedangkan bagi manusia 
perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan yang menjunjung tinggi nilai-
nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan 
manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.1 
Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia 
baik secara vertikal maupun horizontal, dimana secara vertikal diatur hubungan 
manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal diatur bagaimana manusia agar 
mampu berinteraksi sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan 
horizontal tersebut adalah perkawinan. Agama Islam mengatur batas-batas yang 
boleh dilakukan dengan memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut 
                                                  
1 Boedi, Abdullah & Beni, Ahmad, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, Bandung: 
Pustaka Setia, 2013, hlm. 17. 
  
2 
melalui jalan yang diridhai-Nya, yaitu melalui perkawinan yang sah.2 Perkawinan 
merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. 
Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan hidup 
yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang 
merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga 
kehormatan dan juga tujuan ibadah.3  
Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk 
hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan 
dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk 
mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri 
harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 
dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian 
dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.4 
Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah 
penetapan usia perkawinan.5 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan 
adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan 
                                                  
2 Hasan, M. Ali, Masalah Fiqhiyahal-Hadisah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.79. 
3 Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim 
Kontemporer, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005, hlm. 37-54. 
4 Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm. 77. 
5 Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Rajawali Press, 
2005, hlm. 183. 
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perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon 
mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria. 
Fenomena yang terjadi di era jaman sekrang, maraknya pergaulan bebas 
antara laki-laki dengan perempuan, berkenaan juga dengan aturan-aturan yang 
sifatnya tidak lagi dipatuhi. Permasalahan yang timbul dalam masyarakat ini terkait 
pernikahan dini akibat hamil diluar nikah nampaknya bukan lagi sesuatu yang tabu. 
Disebabkan karena angka pacaran meningkat, dan juga sudah tidak ada norma-
norma yang tercermin diantara remaja. Maraknya budaya pergaulan bebas dalam 
hal ini pacaran menyebabkan hilangnya norma dalam masyarakat dan pudarnya 
nilai Islami terutama pernikahan. Pria dan wanita saat ini banyak menjalin hubungan 
sebelum menikah dan bahkan sampai melakukan perbuatan yang dilarang dalam 
agama. 
Kebebasan seks dikalangan remaja makin menggelisahkan. Pergaulan ala 
Barat nampaknya memicu keinginan untuk bergaul bebas antara wanita dengan laki-
laki. Budaya Barat yang mengutamakan nafsu, merambah berbagai aspek hidup 
remaja. Mode pakaian, alat kecantikan, gaya rambut, dan terutama pergaulan hidup 
bebas bak hewan telah menular ke negri yang beragama ini. Karena itu layak 
kirainya orang tua dan guru mengawasi pergaulan anak-anak mereka jangan sampai 
terjerumus ke jurang kehinaan seperti hamil diluar nikah. Allah berfirman artinya 
“Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.6 
Muncul suatu permasalahan hamil sebelum menikah dapat dilihat dari faktor 
sosiologis yang terjadi saat ini, semakin bebas pergaulan anak yang menyebabkan 
                                                  
6 Willis, Sofyan S., Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja 
Seperti Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 80-81. 
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anak luar kawin. Hal ini dilatar belakangi oleh faktor intern dalam keluarga yaitu 
kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor ekstern yaitu dari faktor sosiologis 
yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas. 
Pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat, banyak ditemui pasangan 
pengantin yang masih relatif muda akibat pergaulan bebas.  
Masalah usia merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan 
pernikahan, yang menjadi ukuran apakah sudah cukup dewasa dalam bersikap dan 
berbuat atau belum. Kematangan atau kedewasaan usia kawin, baik persiapan fisik 
dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan mengenai pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah 
masuk jiwa raganya. Seperti kasus yang terjadi pada penetapan No. 
097/Pdt.P/2017/PA Bbs, Pemohon Sumiyati binti Supriyati hendak menikahkan 
anaknya, namun terhambat karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan 
tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu usia anak belum mencapai umur 16 tahun. 
Pelaksanaan pernikahan mendesak karena keduanya telah sedemikian eratnya 
akibat pergaulan bebas telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga 
anak Pemohon hamil 14 minggu. Hakim memberikan dispensasi kepada anak untuk 
menikah. Namun pernikahan keduanya hanya berumur sebentar dan berakhir dalam 
perceraian pada putusan Putusan No. 1421/Pdt.G/2019/PA.Bbs. karena suami pergi 
meninggalkan istrinya tanpa biaya nafkah lahir dan batin.  
Pergaulan bebas tersebut sebagai pengaruh dari kemajuan zaman dimana 
dua orang berlawanan jenis tidak malu lagi duduk berduaan, gandengan tangan dan 
sebagainya. Pergaulan tersebut kadang berujung pada persetubuhan di luar nikah 
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yang mengakibatkan kehamilan. Padahal kehamilan di luar nikah adalah merupakan 
sebuah aib yang harus ditutupi. Maka salah satu caranya adalah dengan menikahkan 
wanita yang hamil tersebut. Oleh karena itu dalam agama Islam sangat dianjurkan 
mencari maslahah mursalah, yakni kemaslahatan yang dimana syar’i tidak 
mensyari’atkan suatu hukum untuka merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil 
yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. 
Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat 
penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas 
bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jalan 
keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin 
menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan.7 
Hamil diluar nikah menjadi sebuah problema yang sangat banyak zaman 
sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat, karena hal ini dapat membawa 
kegelisahan dimasyarakat terutama orang tua, guru, tokoh-tokoh agama dan lainnya. 
Padahal sementara itu jika di lihat dari perspektif hukum agama, hukum 
pemerintahan dan norma sosial terdapat penyimpangan, namun mengapa 
pernikahan hamil pra nikah tersebut dapat dilakukan. Nikah dini rata-rata dipandang 
sebagai solusi terbaik atas fenomena pergaulan bebas tanpa batas.8  
                                                  
7 Bastomi, Hasan, Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan 
Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 
2016, hlm. 355. 
8 Muhyi, J.A., Jangan  Sembarang  Menikah  Dini.  Depok:  Lingkar Pena Kreativa, 2006, hlm. 
11. 
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Usia yang belum mencukupi dan belum mempunyai pekerjaan tetap, 
otomatis kehidupan rumah tangganya akan tidak sehat. Kedewasaan yang belum 
matang sudah menikah, juga akan banyak sekali cekcok, pertengkaran yang justru 
akan mengakibatkan perceraian. Hal positif dari menikah dini adalah bisa 
menjauhkan diri dari zina dan pergaulan bebas. Orang akan bertanggug jawab 
dengan apa yang dilakukan saat sudah menikah, bukan hanya perihal menuruti nafsu 
belaka. Menikah perlu dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang, seperti yang 
disebutkan dalam Al-Quran menikah disebut dengan perjanjian yang kokoh atau 
agung. Sebuah perjanjian bahwa kita siap untuk menerima berbagai amanah baru.9 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, suatu fenomena yang menarik 
untuk dikaji lebih lanjut, mengingat masih menjadi pertentangan tentang usia 
perkawinan yang sesuai. Kajian ini diawali dengan deskripsi singkat usia 
pernikahan dalam pandangan hukum Indonesia dan hukum Islam, kemudian 
dilanjutkan dengan dampak dilaksanakannya pernikahan dini (perkawinan di bawah 
umur). Maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan menenetapkan judul 
skripsi ”Tinjauan Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah 
dan Dampaknya (Studi Kasus Penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA Bbs dan Putusan 
No. 142/Pdt.G/2019/PA Bbs).” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah 
yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
                                                  
9 Ibid., hlm. 35. 
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1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap 
pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah? 
2. Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah pada 
penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA Bbs? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap 
pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah. 
2. Mengetahui dampak pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah pada 
penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat teoritis, dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu 
hukum dalam penerapan kebijakan dalam hukum perkawinan khususnya dalam 
perkawinan di bawah umur dan menambah literatur yang membahas tentang 
penerapan undang-undang perkawinan. 
2. Manfaat praktis, sebagai masukan bagi penegak hukum dalam pertimbangan 
mengabulkan permohonan izin perkawinan anak di bawah umur dan melakukan 
sosialisasi tentang dampak pelaksanaan pernikahan dini, menjelaskan pada 
masyarakat tentang hakikat pernikahan 
  
8 
E. Tinjauan Pustaka  
Hasan Bastomi (2016) Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas 
Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), 
Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. Penelitian ini merupakan penelitian 
perpustakaan, membahas pernikahan anak di Indonesia menggunakan 
analisis isi peraturan pernikahan. Penelitian ini juga membahas konsekuensi 
pernikahan anak. Peraturan pernikahan membuka kemungkinan anak 
perkawinan jika dibutuhkan, ini adalah implementasi dari sedih al-zari'ah 
untuk mencegah masalah yang lebih besar. Namun, pernikahan anak sering 
membawa dampak negatif bagi pengantin wanita secara sosial, ekonomi dan 
secara psikologis. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa pada dasarnya, hukum Islam tidak 
mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Al-Qur’an mengisyaratkan 
bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan 
mampu, serta dewasa, indicator kemampuan dan kedewasaan juga masih menjadi 
perdebatan para ulama. Sedangkan dalam Hukum positif terdapat perbedaan 
ketentuan tentang usia pernikahan antara lain telah diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan, Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 dan Pasal 330, Ketentuan 
Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), 
Undang-undang perkawinan Pasal 6 ayat (2), Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Usia Perkawinandan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) 
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tentang Kemaslahatan Keluarga dan Rumah Tangga. Walaupun sudah terdapat 
undang-undang yang mengatur, namun masih banyak masyarakat yang 
melaksanakan pernikaha dini. Masalah kehidupan dalam pasangan suami-isteri 
yang melangsungkan pernikahan dini pada umumya disebabkan beberapa faktor, 
diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat 
istiadat. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu 
dilangsungkan pada usia dini, setidaknya pelaksanaan pernikahan dini akan 
berdampak pada segi ekonomi, psikologis dan kesehatan pelakuknya. 
Zulfiani (2017) Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Samudra Keadilan, Volume 12, 
Nomor 2, Juli-Desember 2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 
ini adalah yuridis–normatif. Penelitian yuridis–normatif ini menggunakan data 
sekunder yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, penelitian normatif mencakup 
penelitian Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Bahan hukum Primer 
yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yang terdiri dari 
bahan-bahan hukum yang dapat penjelasan terhadap hukum primer seperti buku-
buku. Hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan 
bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia 
dan lain-lain. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan 
yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum 
positif (negara). Dalam Undang- Undang perkawinan telah di tetapkan mengenai 
batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya 
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Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada kenyataannya 
banyak terjadi perkawinan yang dilakukan di bawah ketetuan undang-undang 
perkawinan, ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelak, tidak hanya di kota 
besar tetapi tidak didaerah-daerah terpencil. Sebabnya-pun bervariasi, karena 
masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama 
tertentu, dan lain-lain.  
Fauziatu Shufiyah (2018) Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya, 
Jurnal Living Hadis, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2018; p-ISSN: 2528-756; e-ISSN: 2548-
4761. Maraknya pernikahan dini dalam modern ini menimbulkan banyak 
permasalahn dan pertanyaan yang muncul dalam setiap pembahasan di kalangan 
masyarakat umum. Dari pihak perempuan dan laki-lakipun kadang 
menggampangkan masalah pernikahan dini. Mereka tidak mengetahui resiko 
dibalik tindakan ketika mereka telah melangsungkan sebuah pernikahan. Banyak 
faktor yang harus mereka fikirkan mulai dari kesehatan perempuan, kesiapan mental 
kedua belah pihak, sosial masyarakat juga dalam hal agama.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang 
dilakukan oleh sepasang laki laki dan perempuan yang memiliki usia di bawah 
umur. Di Indonesia sendiri banyak terjadi pernikahan di bawah umur dengan 
berbagai alasan yang melatas belakanginya. Mulai dari orang tua dan juga 
masyarakat ikut menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Banyak akibat yang 
akan muncul karenaterjadi pernikahan dini yang disebabkan dari psikis dan 
psikologi pelakunya. Selain itu aturan agama Islam dan Negara tentang pernikahan 
tidak menjadikan mereka menghindari untuk melakukan pernikahan dini. Pelaku 
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yang mungkin banyak merasa rugi adalah dari pihak wanita juga berdampak bagi 
keturunan mereka kelak. Banyak juga karena kurangnya kedewasaan keduanya 
berakhir dengan perceraian. Hal ini menjadikan bertambahnya angka perceraian di 
Indonesia. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang 
menggunakan data sekunder, sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran 
dokumen. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan karena sumber data 
utamanya berasal dari dokumen, seperti undang-undang, putusan dan lainnya sesuai 
dengan permasalahan yang dibahas.  
Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum 
pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah pada penetapan No. 
097/Pdt.P/2017/PA Bbs dan dampak pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar 
nikah pada putusan No. 142/Pdt.G/2019/PA Bbs. 
2. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang 
mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika 
hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan 
penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif 
dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus 
dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan 
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dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan yang tetap.10 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. 
Penelitian ini mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder 
seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana. 
Penelitian normatif bermaksud menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau 
pernyataan, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap 
sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah 
hukum dan penelitian perbandingan hukum.11 
Metode ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap Penetapan 
Pengadilan Agama Brebes Nomor 097/Pdt.P/2017/PA.Bbs dan Putusan Nomor 
142/Pdt.G/2019/PA Bbs terkait dengan tinjauan hukum perkawinan di bawah umur 
akibat hamil di luar nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan dampaknya. Metode pendekatan dalam penelitian ini diartikan 
sebagai prosedur untuk mendapatkan data didasarkan secara yuridis normatif yang 
merupakan sumber-sumber hukum primer, hukum tertulis, bahan-bahan hukum 
sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian.  
3. Sumber Data  
Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berisi 
segala  peraturan  yang  mengatur  tentang  kewenangan  pengadilan  negeri dalam  
                                                  
10  Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 93. 
11 Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153. 
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penyelesaian perkara perdata, dalam hal ini difokuskan pada peraturan perundang-
undangan dan contoh putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri 
dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Maka 
sumber dan jenis bahan penelitian yang digunakan dalam bahan penelitian ini, 
meliputi: 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer 
seperti: Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan 
hukum primer dan sifatnya tidak mengikat. Contohnya, hasil-hasil penelitian 
hukum, literature (buku-buku ilmiah) hukum resmi maupun tidak resmi 
diterbitkan, jurnal, media massa, dan makalah-makalah. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi bahan hukum 
primer dan sekunder. Contohnya ialah ensiklopedia, kamus hukum. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 
digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Metode pengumpulan data 
merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui 
pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya 
dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen.  
Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan 
untuk mendapatkan keterangan serta menggambarkan mengenai sebab-sebab 
terjadinya sesuatu atau beberapa gejala atau fenomena yang diperoleh melalui 
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penelusuran sumber-sumber pustaka.12 Sedangkan studi dokumen diperoleh dari 
penelusuran dokumen-dokumen seperti putusan pengadilan.  
5. Metode Analisis Data  
Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu berusaha menggambarkan 
dan menjelaskan terhadap sumber-sumber hukum yang dijadikan legitimasi 
terhadap pernikahan di bawah umur. Analisis deskriptif analitik ini dilakukan 
dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu 
analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh di lapangan disajikan 
dalam bentuk narasi.13  
Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling berhubungan 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data meliputi 
seleksi dan pemadatan data, catatan di ringkas dan disederhanakan. Data-data 
tersebut ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan diringkas menggunakan 
teknik penalaran secara induktif dengan cara berpikir yang berangkat dari fakta-
fakta yang khusus kemudian ditasik kegeneralisasi yang bersifat umum. Langkah 
selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data, mencakup proses pemaknaan 
dan penafsiran data yang terkumpul untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam 
dan hukum positif di Indonesia terhadap pernikahan di bawah umur akibat hamil di 
luar nikah dan dampaknya. 
                                                  
12 Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 13. 
13 Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, Analisis data Kualitatif, Alih Bahasa Tjeptjep 
Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 16-19. 
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G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi memuat urut-urutan penulisan penelitian 
dalam skripsi. Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis 
menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Pustaka, dalam bab ini dikemukakan tinjauan tentang pernikahan 
berisi tentang pengertian pernikahan, rukun dan syarat perkawinan, syarat 
sah perkawinan, tujuan perkawinan, batas usia untuk suatu perkawinan; 
tinjauan tentang hamil di luar nikah berisi tentang pengertian hamil, hamil 
di luar nikah, sebab-sebab hamil di luar nikah, upaya-upaya menghindari 
hamil di luar nikah; tinjauan tentang pernikahan di bawah umur akibat 
hamil di luar nikah berisi tentang perkawinan di bawah umur, pernikahan 
wanita hamil akibat hamil di luar nikah, dampak pernikahan akibat hamil 
di luar nikah (perzinaan). 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini akan dijelaskan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum islam dan hukum 
positif terhadap pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah dan 
dampak pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah. 
Bab IV Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan 
simpulan dan saran-saran dari penulis. 
16 
BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan tentang Pernihakan 
1. Pengertian Pernikahan 
Pengertian pernikahan itu sendiri dalam Bahasa Arab disebut dengan al 
nikah yang bermakna al wathi dan al dammu wa al takhul, terkadang juga disebut 
dengan al dammu wa al jam’u, atau ibarat’an al wath’ wa al ‘aqd yang bermakna 
bersetubuh, berkumpul, dan akad.14 Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu 
akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual 
dengan memakai lafaz nikah atau tazwij. Nikah atau zima’ sesuai dengan lafaz 
linguistiknya, berasal dari kata al-wath yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah 
adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz 
an-nikah atau attazwij, artinya bersetubuh dengan pengartian menikahi perempuan 
makna hakikatnya menggauli istri dan kata munakahat diartikan saling menggauli.15 
Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau 
kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah 
Saw dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah 
atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat 
tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang 
                                                  
14 Nurudin, Amir, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam 
Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Permada Media, 2004, hlm. 38. 
15 Beni, Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 11. 
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sangat kuat, perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidhan) untuk menaati perintah 
Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI).16 
Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan atau pernikahan 
adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk 
membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa 
pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul 
yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang 
bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya 
berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. 
Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah 
umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.17 
Substansi yang terkandung dalam syariat perkainan adalah mentaati perintah 
Allah serta sunnah Rasul, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang 
mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan, anak keturunan, kerabat 
ataupun masyatarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan 
internal, tetapi mempunyai kaitan eksternal melibatkan banyak pihak.  
Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
termuat dalam Pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut “Perkawinan 
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian ini lebih diperjelas oleh Kompilasi Hukum 
Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 
                                                  
16 Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 53. 
17 Beni, Ahmad Saebani, Op Cit., hlm. 11. 
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akad sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.  
Islam mengajarkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup 
membujang. Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad Saw 
berumah tangga, beliau melarang hidup membujang. Sabda Nabi dengan “melarang 
membujang” dan sabdanya “maka kawinlah” dan beberapa hadis menjadi dasar 
wajibnya menikah. Islam memandang perkawinan (nikah) adalah salah satu fitrah 
manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan 
nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada 
masyarakat.  
Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara 
laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga 
mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan 
sebagai istrinya.18 Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu 
keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (sakinah mawadah warohmah) 
berdasarka nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan 
asuh diantara suami istri.  
Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu 
perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan untuk membentuk keuarga bahagia. Definisi ini memperjelas pengetian 
bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai suatu perjanjian, ia mengandung 
                                                  
18 Romli, Dewani, Fiqih Munaqahat. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan. 2009, hlm. 
10. 
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pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji.19 Dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 disebutkan 
bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria denga seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, 
pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam 
kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial sakral.20 
Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu 
akad atau perjanjian untuk mengikat diriantara seorng laki-laki dengan seorang 
perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai 
suami istri. Hakekat nikah itu ialah akad antara calon laki-laki dan istri untuk 
membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri, yang di dalamnya terdapat 
harapan dan cita-cita menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan 
akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan. 
2. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua 
kata tersebut mengandung arti sama, bahwa keduanya merupakan sesuatu yang 
harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun 
dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak  
                                                  
19 Beni, Ahmad Saebani. Op Cit, hlm. 18. 
20 Tihami dan Sahrani Sohari, Fiqih Munakahat, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 8. 
  
20 
sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus 
ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan 
tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari 
calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus 
terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. 
Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat 
perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-
masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata 
cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-
undang disebut juga syarat objektif.21 Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur 
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan adalah: 
a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 
ayat (1)) 
b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)) 
c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-
hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat 
dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 
16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)) 
d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 
yaitu perkawinan antara dua orang yang:  
1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.  
2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan 
saudara neneknya 
3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. 
4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan 
dan bibi/paman susuan.  
5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari 
isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. 
                                                  
21 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 
76. 
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6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 
berlaku, dilarang kawin. 
e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 
kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 
Undang-undang ini (Pasal 9) 
f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi 
untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan 
perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya 
itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10) 
g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau 
tenggang waktu tunggu. (Pasal 11). 
 
Syarat-syarat calon mempelai pria adalah: 
a. Beragama Islam 
b. Laki-laki 
c. Tidak karena dipaksa 
d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj’i) 
e. Bukan mahram perempuan calon isteri 
f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya 
g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya 
h. Tidak sedang berihrom haji atau umrah 
i. Jelas orangnya 
j. Dapat memberikan persetujuan 
k. Tidak terdapat halangan perkawinan.22 
 
Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah: 
a. Beragama Islam 
b. Perempuan 
c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir) 
d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah) 
e. Bukan mahram bagi suami 
f. Belum pernah dili’an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami 
g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, 
bukan karena dipaksa 
h. Jelas ada orangnya 
i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh  
j. Dapat dimintai persetujuan 
k. Tidak terdapat halangan perkawinan.23 
 
                                                  
22 Munir S., Fiqh Syari’ah, Solo: Amanda, 2007, hlm. 34. 
23 Ibid, hlm. 34. 
  
22 
Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam 
suatu akad nikah): 
a. Dewasa dan berakal sehat  
b. Laki-laki.  
c. Muslim 
d. Merdeka 
e. Berpikiran baik 
f. Adil 
g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.24 
 
Syarat-syarat saksi adalah: 
a. Dua orang laki-laki 
b. Beragama Islam 
c. Sudah dewasa 
d. Berakal 
e. Merdeka  
f. Adil 
g. Dapat melihat dan mendengar 
h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah 
i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji.25 
 
Syarat Ijab Qabul: 
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 
c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya 
d. Antara ijab qabul bersambungan 
e. Antara ijab qabul jelas maksudnya 
f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah 
g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai 
pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 
orang saksi.26 
 
Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas 
mengenai pelaksanaan perkawinan.27 Syarat-syarat formal dijelaskan dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
                                                  
24Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberti, 
1982, hlm. 43. 
25Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 83. 
26Zainudin Ali. Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 21. 
27Abdulkadir Muhammad, Op Cit, hlm. 76. 
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Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: ”Setiap orang yang 
akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada 
Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. 
3. Syarat Sah Perkawinan 
Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping 
tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. 
Suatu perbuatan hukum yang sah memilki implikasi hukum berupa hak dan 
kewajiban. Demikian pula halnya perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan 
yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, 
kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain. 
Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat 
dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:  
a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaannya itu. 
b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan 
menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan 
dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”28 
Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan 
kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan 
masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam 
                                                  
28 Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya, Jakarta: 
Sinar Grafika, 2005, hlm. 18. 
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agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan 
lain dalam undang-undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan 
ketentuan agama dengan sendirinya menurut undang-undang Perkawinannya 
dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum ikatan perkawinan.29 
4. Tujuan Perkawinan 
Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam 
rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Menurut Imam 
Al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah: 
a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan 
b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan kasih sayang 
c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan 
d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 
kewajiban dan untuk memperoleh harta kekeyaan yang halal 
e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas 
dasar cinta dan kasih sayang.30 
Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ 
kerohanian, sehinga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, unsur 
batin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting.31 Tujuan perkawinan menurut 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk 
membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
                                                  
29 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum 
Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 34. 
30 Komairah, Hukum Perdata, Malang: UMM pers, 2010, hlm. 40. 
31 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hlm. 22. 
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ketuhanan yang Maha Esa.32 Menurut Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah 
menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, 
dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.33  
Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk kebutuhan hidup jasmani dan 
rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan 
keturunan, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman 
jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci 
tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut: 
a. Menghilangkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat 
kemanusian; 
b. Membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME; 
c. Memperoleh keturunan yang sah; 
d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, 
memperbesar rasa tanggungjawab; 
e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahma (Keluarga yang 
tenteram, penuh cinta kasih, dan kasih saying) (Qs. Ar Ruum ayat 21); 
f. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizan sekaligus menaati perintah Allah 
SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin 
antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah 
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.34 
                                                  
32 Abdi Koro, Perlindungan Anak dibawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan 
Perkawinan Sirih, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 47. 
33 Nur Hidayati Hasyim, Upaya Kepala Desa dalam Meminimalisir Kawin Sirri, Malang: 
Skripsi, Fakultas Syari‟ah dan Universitas Islam Negeri Malang, 2007, hlm. 13. 
34 Mardani,  Hukum  Perkawinan  Islam di Dunia Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 
65. 
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Perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih 
kurang matang, baik fisik maupun mental emosionalnya, melainkan menuntut 
kedewasaan dan tanggung-jawab, serta kematanganan fisik, mental. Untuk itu suatu 
perkawinan haruslah dimulai dengan suatu persiapan yang matang. Selain untuk 
membentuk keluarga yang bahagia perkawinan juga bertujuan saling melengkapi 
agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan 
mencapai kesejahteraan spiritual. 
5. Batas Usia untuk Suatu Perkawinan  
Penentuan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah 
penting sekali. Karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis juga 
pisikologis. Maka dari penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa 
raganya untuk dapat melangsukan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan 
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan 
yang baik dan sehat. 
Dalam psikologi remaja batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, 
yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih 
menggantungkan diri pada orang tua belum mempunyai hak-hak penuh sebagai 
orang dewasa (secara adat/tradisi), belum bisa memberikan pendapat sendiri dan 
sebagianya. Dengan perkataan lain, orang-orang yang sampai batas usia 24 tahun 
belum dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial maupun pisikologis, 
masih dapat digolongkan remaja. Golongan ini cukup banyak terdapat di Indonesia, 
terutama dari kalangan masyarakat kelas menengah ke atas yang mempersyaratkan 
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berbagai hal (terutama pendidikan setinggi-tingginya) untuk mencapai kedewasaan. 
Akan tetapi, dalam kenyataanya cukup banyak pula orang yang mencapai 
kedewasaan sebelum usia tersebut.35 
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan pria harus sudah 
mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 tahun, baru 
diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi usia yang ditetapkan oleh 
pemerintah yang dituliskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan, tidak menjamin orang itu sudah dewasa dan tidak juga 
disebut sebagai anak-anak. Karena, dalam berbagi peraturan perundang-undangan 
Indonesia, tidak terdapat peraturan yang tegas tentang criteria anak. Lain peraturan 
perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 
21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1979 tentang kesejahtraan anak menentukan bahwa anak adalah seorang 
yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.  
Menurut hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seorang 
itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang 
tua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari 
umurnya tetapi ukuran yang dipakai adalah: dapat bekerja sendiri; cakap melakukan 
yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat; dapat mengurus kekayaan 
sendiri.36 
                                                  
35 Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 13. 
36 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam System Peradilan Pidana Anak 
di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 33 
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Apabila belum mencapai umur yang di tetapkan Pasal 7 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melangsungkan 
perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam Pasal tersebut 
maupun penjelasanya, tidak menyebut apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu 
alasan yang penting umpamanya keperluan mendesak bagi kepentingan keluarga, 
barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkan suatu alasan 
penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut. 
Selain pembatasan umur tersebut diatas, Pasal 6 ayat (2) mencantumkan 
ketentuan yang mengharuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai 
umur 21 tahun, mendapat izin kedua orang tua. Apabila izin tersebut tdak dapat dari 
orang tua, pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan 
orang yang akan melangsungkan perkawinan.37 
Penjelasan pasal tersebut selanjutnya memberikan ulasan, bahwa oleh 
karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat mmbentuk 
keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka 
perkawinan harus disetujui oleh kedua bela pihak yang melangsungkan perkawinan 
tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.38 Perkawinan di bawah umur dapat 
dicegah dengan adanya sanksi bagi pelaku perkawinan di bawah umur, berupa 
denda dan sanksi untuk penghulu yang mengawinkannya berupa denda dan 
kurungan tiga bulan. Di pedesaan, menikah di usia muda lumrah dilakukan, 
                                                  
37 M. Abdi Koro, Perlindungan Anak Dibawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan 
Perkawinan Sirih, Bandung: Alumni, 2012, hlm 43. 
38 Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, Jakarta: Pradnya Paramita, 
1986, hlm. 37. 
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menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakat mengabaikan aspek yang 
seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan.  
Akibat perkawinan di bawah umur, menurut Nasaruddin Umar, terjadi 
peningkatan angka perceraian atau banyaknya kasus kematian ibu saat melahirkan, 
selain itu perceraian juga menjadi pintu bagi masuknya tradisi baru yakni pelacuran. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bisa dibatalkan bila melanggar batas 
umur perkawinan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang 
Perkawinan. "Berdasarkan undang-undang itu maka perkawinan di bawah umur 
masuk dalam kategori eksploatasi anak, karena seorang anak yang masih dalam 
asuhan orang tuanya seharusnya mendapatkan kesempatan belajar. Perkawinan di 
bawah umur jelas merampas hak anak itu".39 
Batas umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Hukum Islam tidak 
disebutkan secara pasti, hanya disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah 
melaksanakan perkawinan atau akad nikah harus sudah akil baligh serta mempunyai 
kecakapan sempurna. Sedangkan dalam Hukum Positif batas umur perkawinan 
yaitu 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Untuk mencapai tujuan 
perkawinan, maka kedua mempelai setidaknya telah berumur sesuai dengan 
ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan tersebut.  
Tujuan terpenting dari adanya pembatasan umur itu untuk mencapai suatu 
kebahagiaan, apabila  ada  pihak  yang  belum  memenuhi  batas  umur  yang telah  
                                                  
39 Lusia Herwati, 6 Desember 2009 Perkawinan di bawah Umur Kena Sanksi Pidana, 
http://lusicaem.blogspot.com/2009/12/perkawinan-di-bawah-umur-kena-sanksi.html, diakses pada 20 
September 2018 pada pukul 19.15 WIB/ 
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ditentukan oleh undang-undang yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi 
perempuan maka diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan/Pejabat lain yang 
ditunjuk oleh pihak orang tua kedua mempelai, oleh karena itu Pengadilan sebagai 
salah satu pihak yang berperanan penting dalam pemberian dispensasi perkawinan 
di bawah umur, dimana Hakim sebagai subyeknya haruslah bertindak lebih 
bijaksana dan berhati-hati, sehingga tidak mudah memberikan dispensasi tersebut.  
Sebab tanpa adanya alasan yang kuat dalam mengajukan permohonan dispensasi 
dari pihak yang bersangkutan, sedapat mungkin pihak Pengadilan untuk 
menolaknya atau tidak menerimanya. 
 
B. Tinjauan tentang Hamil Di Luar Nikah  
1. Pengertian Hamil  
Secara umum, pengertian hamil adalah kondisi dimana seorang wanita 
memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya (yang pada umumnya di 
dalam rahim). Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung 
dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan.40 Sedangkan kehamilan 
adalah dikandungnya janin hasil pembuahan sel telur oleh sel sperma.41  
Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karna sel telur dibuahi oleh 
spermatozoa. Hamil dan melahirkan secara normal adalah dambaan dari sebagian 
besar kau wanita secara mayoritas. Tidak heran bila banyak pasangan yang sangat 
mengharapkan seorang momongan setelah beberapa saat menikah. Namun tidak 
sedikit juga kasus remaja yang dengan sengaja membuang bayi mereka dengan 
                                                  
40 Sarwono, S.W. Psikologi Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 135. 
41 Kushartanti, W., Suekampi, E.R., & Sriwahyuni, C.F, Senam Hamil Menyamankan 
Kehamilan Mempermudah Persalinan. Yogjakarta: Lintang Pustaka, 2004, hlm. 68 
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berbagai alasan pembenaran menurut mereka. Seorang wanita, hamil adalah sebuah 
anugerah yang tidak ternilai oleh apapun walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa 
selama hamil akan terjadi perubahan fisik yang tidak bisa dihindari.  
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hamil merupakan suatu 
proses reproduksi yang perlu perawatan khusus, agar dapat berlangsung dengan baik 
kehamilan mengandung kehidupan ibu maupun janin. Resiko kehamilan ini bersifat 
dinamis, karena ibu hamil yang pada mulanya normal, secara tiba-tiba dapat 
menjadi berisiko tinggi. Masa kehamilan dimulai dan konsepsi sampai lahirnya 
janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) 
dihitung dari hari pertama haid terahir. 
2. Hamil di Luar Nikah 
Hamil diluar nikah dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia terdiri dari tiga 
kosakata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Pra berarti sebelum 
dilakukan.42 Sedangkan Nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali 
mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin 
hubungan suami isti secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing 
oleh wali dari pihak perempuan.43 
Salah satu faktor yang diperkirakan menjadi perantara terjadinya 
peningkatan jumlah kehamilan remaja adalah kurangnya edukasi tentang seks 
(khususnya bahaya seks bebas) oleh para tenaga medis dan pihak kesehatan lain. 
Menjamurnya film-film berbau porno meningkatkan motivasi kaum remaja untuk 
                                                  
42 Fajri, Em Zul & Senja, Ratu Aprilia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Bandung: Dive 
Publiser, 2005, hlm. 432. 
43  Ibid, hlm. 590. 
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turut berfantasi secara tidak wajar dalam dunia seks. Terlihat saat sepasang muda 
mudi melakukan suatu hubungan suami istri (di luar nikah tentunya), dengan tidak 
menghiraukan dampak kehamilan pada si pemudi, dapat meningkatkan jumlah 
kehamilan pada remaja, serta dapat pula meningkatkan angka depresi bahkan 
kematian pada remaja. Kehamilan pada remaja diluar nikah dapat menimbulkan 
masalah yang besar pada remaja, sehingga mereka dihadapkan pada permasalahan 
melanjutkan kehamilannya atau menggugurkan keahamilannya.44 
Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang bagi masyarakat sulit untuk 
diterima, dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu 
bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi agama dan 
keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan. Perilaku remaja dipengaruhi oleh 
beberapa faktor internal remaja seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, dan faktor 
eksternal remaja seperti lingkungan tempat dirinya berada. Hubungan seks di 
kalangan para remaja merupakan masalah yang semakin hari semakin 
mencemaskan. Ada dugaan bahwa terdapat kecenderungan hubungan seks para 
remaja semakin meningkat tidak hanya di kota-kota besar, melainkan juga di desa-
desa. 
3. Sebab-Sebab Hamil di Luar Nikah 
Menurut Luthfiyati, faktor-faktor yang menyebabkan banyak remaja putri 
hamil di luar nikah,45 adalah sebagai berikut: 
 
                                                  
44  Alfian Tika Pratiwi, Coping Remaja Perempuan Yang Hamil Diluar Nikah, Jurnal, 2013, 
hlm. 6. 
45  Husaini, Lutfiah, Depresi Pada Remaja Putri Yang Hamil Diluar Nikah, Skripsi Jurusan 
Psikologi, Universitas Guna Darma, 2009, hlm. 7. 
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a. Kurangnya Iman dan Pendidikan Agama 
Kurangnya penanaman nilai-nilai agama berdampak pada pergaulan 
bebas dan berakibat remaja dengan gampang melakukan hubungan suami istri 
di luar nikah sehingga terjadi kehamilan, pada kondisi ketidaksiapan berumah 
tangga dan untuk bertanggung jawab. Menurut Harun Yahya dalam bukunya 
“Cara Cepat Meraih Keimanan” dikatakan bahwa penyebab terjadinya 
kemungkaran adalah: Konsep pertama yang akan hilang pada sebuah 
lingkungan tak beragama adalah konsep keluarga. Nilai-nilai yang menjaga 
keutuhan keluarga seperti kesetiaan, kepatuhan, kasih-sayang dan rasa hormat 
akan ditinggalkan sama sekali. Harus diingat bahwa keluarga merupakan 
pondasi dari sistem kemasyarakatan. Jika tata nilai keluarga runtuh, maka 
masyarakat pun akan runtuh. Bahkan bangsa dan negara pun tidak akan ada lagi, 
karena seluruh nilai moral yang menyokongnya telah musnah.46  
Lebih jauh lagi, tak akan ada lagi rasa hormat dan kasih-sayang terhadap 
orang lain. Ini mengakibatkan anarki sosial. Yang kaya membenci yang miskin, 
yang miskin membenci yang kaya. Angkara murka tumbuh pada mereka yang 
merasa dirintangi, hidup susah atau miskin. Atau menimbulkan agresi terhadap 
bangsa lain. Karyawan bersikap agresif kepada atasannya. Demikian pula atasan 
kepada bawahannya. Para bapak berpaling dari anaknya, dan anak berpaling dari 
bapaknya.47 
Orang yang mengetahui bahwa ia akan diminta pertanggungjawaban di 
akhirat kelak, tidak akan melakukan pembunuhan, perzinahan dan sebagainya. 
                                                  
46  Yahya, Harun, Cara Cepat Meraih Keimanan, India: Alrosala, 2001, hlm. 9-10. 
47  Ibid., hlm. 12-13. 
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Dia tahu bahwa Allah melarang manusia melakukan maksiat dan kejahatan. Ia 
selalu menghindari murka Allah karena rasa takutnya kepada-Nya. Orang yang 
dibimbing Al-Qur’an tidak akan melakukan hal semacam itu, bahkan tidak akan 
terlintas sedikitpun dalam benaknya. Seorang yang beriman menyerahkan 
hidupnya hanya untuk keridhaan Allah, dan menjalani dengan sabar segala 
kesusahan dan masalah yang Allah ujikan padanya di dunia ini. Ia pun tidak lupa 
bahwa kesabarannya itu akan mendapatkan balasan berlipat ganda baik di dunia 
maupun di akhirat. 
b. Faktor Lingkungan  
1) Kurangnya Pengawasan Orang Tua 
Kurangnya perhatian khusus dari orang tua untuk dapat memberikan 
pendidikan seks yang baik dan benar. Dimana dalam hal ini orang tua 
bersikap tidak terbuka terhadap anak bahkan cenderung membuat jarak 
dengan anak dalam masalah seksual. Dalam rangka menunaikan kewajiban 
atas amanat yang di anugrahkan Allah SWT terhadap orangtua dalam 
membina dan mendidik anak, sehingga anak tidak terjerumus kedalam hal-
hal yang dilarang yang dapat menyebabkan masa depannya hancur. 
Sekaligus memberikan bekal baginya untuk mengahadapi masa depan yang 
penuh harapan, tantangan dan persaingan, sebagai akibat dari kemajuan ilmu 
pengetahuan dan tekhnologi, maka anak memerlukan bekal yang memadai 
dari orangtuanya, sehingga anak dapat mengantisipasi kemajuan jaman yang 
tidak hanyut oleh gelombang kemajuan zaman tersebut.  
Pemberian bekal paling utama terhadap anak sejak dini adalah 
bimbingan akhlaq dan agama yang harus dimulai dari keluarga atau yang 
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disebut dengan pendidikan agama dalam keluarga. Ini merupakan basis 
utama untuk membekali si anak dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya 
kejurang kehancuran, oleh karena itu maka orangtua harus berupaya secara 
maksimal dengan segala daya dan upaya untuk dapat menciptakan keluarga 
yang harmonis yang didasari oleh nilai-nilai kasih sayang berdasarkan 
tuntunan agama, tuntunan dalam istilah agama disebut dengan istilah 
keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, sehingga anak-anak 
memperoleh ketentraman dan kedamaian dalam keluarga.48 
2) Teman, Tetangga dan Media 
Pergaulan yang salah serta penyampaian dan penyalahgunaan dari 
media elektronik yang salah dapat membuat para remaja berpikiran bahwa 
seks bukanlah hal yang tabu lagi tapi merupakan sesuatu yang lazim. 
Sinetron dalam Televisi sering memunculkan berbagai macam kontroversi 
didalam Masyarakat karena bertentangan dengan syari’at, norma, dan 
moralitas, seperti: 
a) Penghinaan kepada orang baik dan melemparkan aib kepada mereka. 
b) Keluarga wanita bersama pria yang bukan muhrim, uang berdampak 
pada bercampurnya kaum wanita dengan kaum pria, membuka aurat. 
c) Mengangap mudah atau meremehkan urusan agama dengan apa yang 
dilarang agama seperti penggunaan hijab (penutup aurat seperti jilbab). 
d) Mengagungkan syahwat dengan menonton keburukan yang membunuh 
rasa malu dan melanggar kesucian. 
                                                  
48  Hasibuan, Ahmad Supardi, Islam Sosial, Sebuah Tafsir Atas Realitas, Jakarta: Penamadani, 
2013, hlm. 122. 
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e) Mengikuti adat kebiasaan sebagian Negara dengan meniru ucapan serta 
logat mereka dengan cara menghina dan memperolok penduduk Negara 
yang mereka ikuti.49 
3) Pengetahuan Yang Minim Ditambah Rasa Ingin Tahu Yang Berlebihan 
Pengetahuan seksual yang setengah-setengah mendorong gairah 
seksual sehingga tidak bisa dikendalikan. Hal ini akan meningkatkan resiko 
dampak negatif seksual. Dalam keadaan orang tua yang tidak terbuka 
mengenai masalah seksual, remaja akan mencari informasi tersebut dari 
sumber yang lain, teman-teman sebaya, buku, majalah, internet, video atau 
blue film. Mereka sendiri belum dapat memilih mana yang baik dan perlu 
dilihat atau mana yang harus dihindari. 
4. Upaya-Upaya Menghindari Hamil di Luar Nikah  
Telah disebutkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dalam pandangan 
Allah selain zina dan benih yang ditanamkan di dalam rahim seorang wanita yang 
bukan haknya, yakni melalui perzinaan. Namun ketentuan tersebut agaknya 
semakin diabaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesempurnaan akhlak. Hal 
ini terbukti dengan sekian banyaknya praktek-praktek perzinaan yang dilakukan 
tanpa melihat tempat dan waktu.  
Fenomena tersebut akan semakin merajalela apabila tidak diberikan dan 
pencegahan sejak dini. Beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk 
menghindari kehamilan di luar nikah atau perzinaan antara lain:  
                                                  
49  Aziz, Syekh  Abdul  Bin Abdullah, Fatwa-Fatwa  Terkini,  Jakarta:  Darul  Haq,  2004, hlm. 
119. 
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a. Menjauhi perbuatan yang mengantarkan pada perzinaan  
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Isra’ 32 yang berbunyi: 
“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 
yang keji dan suatu jalan yang buruk.50 Ayat tersebut menunjukkan keharaman 
mendekati zina. Maka larangan tersebut untuk melindungi manusia dari 
kecelakaan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat perzinaan. Mendekati zina 
maksudnya adalah mendekati perbuatan-perbuatan yang pada perzinaan, 
misalnya berpandangan, berduaan, bergandengan tangan, berpacaran, 
berciuman, dan lain sebagainya.  
Selain itu perbuatan yang termasuk mendekati zina antara lain membuka 
aurat, hidup membujang, bergaul bebas dengan lawan jenis, melihat film porno, 
mendengarkan musik-musik porno dan lain sebagainya. 
b. Memperbanyak ibadah  
Pelaksanan ibadah secara rutin akan memberikan pengaruh yang sangat 
besar terhadap akhlak dan kepribadian seseorang. Ibadah akan menumbuhkan 
kekuatan moral pada diri seseorang sehingga ia menjadi tuan terhadap nafsunya 
dan bukan menjadi budak atas hawa nafsunya. Ibadah tersebut antara lain shalat, 
puasa, dzikir, dan lain-lain. Hal ini disebutkan Rosululloh dalam hadits beliau, 
yaitu:  
“Menceritakan pada kami Umar bin Hafs, menceritakan kepda kami Al A’msy, 
berkata menceritakan kepadaku Ibrohim dari Ustman berkata, kepadaku Nabi 
SAW wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yng sudah mampu untuk 
memberi nafkah baik lahir maupun batin, maka menikahlah karena dengan 
menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang 
siapa yang belum mampu memberikan nafkah tersebut maka berpuasalah, 
karena dengan berpuasa akan dapat menjadi perisai bagi kalian” (HR. Bukhari). 
                                                  
50 Al Mukafi, Pacaran Dalam Kacamata Islam, Jakarta: Media Dkakwah, 2003, hlm. 79. 
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Berpuasa memberikan manfaat yang besar bagi remaja yang 
melakukannya. Manfaat tersebut antara lain dapat meminimalisir tekanan nafsu 
syahwat yang ada di dalam diri karena nafsu syahwat timbul dari banyaknya 
makan minum yang dikonsumsi. Selain itu, dengan melakukan puasa dapat 
mengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Yang Maha Kuasa dan menjauhkan 
diri dari tipu daya setan. Puasa di sini maksudnya adalah yang dilakukan sesuai 
dengan ketentuan syariat, yakni puasa makan, minum, menundukkan pandangan 
dari hal-hal yang diharamkan (syahwat) dengan niat untuk mendekatkan diri 
pada Allah.51 Bukan puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Selain 
puasa, ibadah lain pun akan memberikan dampak yang sama apabila dilakukan 
dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah SWT.  
c. Memberikan pendidikan seksual  
Menurut Profesor Gawshi pendidikan seksual dilakukan untuk 
memberikan pengetahuan yang benar kepada anak sehingga bisa beradaptasi 
secara baik dengan sikap-sikap seksual dan yang menyebabkan anak 
memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah 
seksual dan reproduksi.52 
Dengan mengetahui pendidikan seksual, seseorang akan lebih menjaga 
kepribadian individu dan penyimpangan dan kekacauan seksual dalam 
kehidupannya.53 Selain itu dengan memberikan pendidikan seksual, nafsu 
                                                  
51 Nabil Hamid Al Ma’az, Menjalin Cinta Yang Suci, Bandung: Mujahid, 2003, hlm. 24. 
52 Yusuf Madani, Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam, Jakarta: Pustaka Zahrah, 2003, 
hlm. 91. 
53 Ibid, hlm. 70. 
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syahwat dapat diarahkan dengan baik sehingga mampu menghindarkan 
seseorang dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah.  
d. Menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas  
Menurut Nabil Hamid Al Ma’az sesuatu yang dapat menghindarkan 
seseorang dari perbuatan zina adalah menyibukkn diri dengan memperbanyak 
aktivitas, misalnya menekuni salah satu kesenangannya dengan menyalurkan 
hobi berolah raga, berdiskusi, mempelajari ilmu pengetahuan dan 
memperbanyak wawasan keagamaan.54 
Karena menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas dapat 
mengalihkan nafsu syahwat yang sedang bergejolak menjadi sumber kegiatan 
dan ibadah yang bermanfaat.  
e. Melakukan pernikahan dini  
Pernikahan yang dilakukan pasangan yang ada di bawah batas minimum 
pernikahan biasanya disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini adalah 
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan di bawah batas 
minimal usia pernikahan menurut undang-undang. 
Dilihat dari sisi psikologi, tingkat kedewasaan seseorang yang 
melakukan pernikahan dini masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari usia 
mereka yang berada di bawah 16 tahun. Pada usia tersebut, kedewasaan 
                                                  
54 Nabil Hamid Al Ma’az, Menjalin Cinta Yang Suci, Bandung: Mujahid, 2003, hlm. 66. 
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seseorang masih di bawah standar. Seseorang dianggap dewasa apabila dia 
sudah mampu mengemban tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.  
Islam tidak melarang seseorang melakukan pernikahan dini. Hal ini telah 
dilakukan oleh Rosululloh ketika menikah dengan Siti Aisyah ketika itu masih 
berumur 6 tahun, jauh dari usia baligh dan usia yang syaratkan menjalani 
pernikahan pada saat itu. Sehingga pernikahan dini bukan merupakan hal yang 
baru dalam dunia Islam. 
C. Tinjauan tentang Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah  
1. Perkawinan di Bawah Umur  
Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, 
pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 
umur 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat 
terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang 
ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Akibat hukum 
apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 
(1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan 
permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.  
Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan 
isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada 
perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi 
nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. 
Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu 
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anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu 
perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi.  
Dengan ditandatanganinya akta nikah perkawinan di bawah umur, maka 
perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan 
Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban 
antara suami dan istri sebagai mana disebutkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 
1974 Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, sebagai berikut: 
Pasal 30 
Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 
menjadi sendi dasar susunan masyarakat.  
Pasal 31 
(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat.  
(2) Masing-masing pihak berhakuntuk melakukan perbuatan hukum.  
(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.  
 
Pasal 32 
(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.  
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan 
oleh suami-isteri bersama.  
 
Pasal 33 
Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan 
memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.  
 
Pasal 34 
(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.  
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 
 
Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan 
melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat 
pernikahan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai 
  
42 
ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula, sehingga sebagai orang tua 
berkewajiban terhadap anaknya. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk: 
a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; 
b.  menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya 
dan; 
c.  mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 
 
Akibat hukum perkawinan di bawah di bawah umur menimbulkan suatu 
hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Harta benda 
dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai 
dengan Pasal 37. 
Pasal 35 
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadiharta bersama.  
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atauwarisan, adalah di bawah 
penguasaan masing-masing sepanjang parapihak tidak menentukan lain. 
 
Pasal 36 
(1) Mengenai harta bersama, suami atauisteri dapat bertindak atas persetujuan 
kedua belah pihak.  
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak 
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.  
 
Pasal 37 
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya 
masing-masing. 
 
Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dijelaskan 
pula bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak 
dapat kawin lagi. Untuk menegaskan mengenai larangan perkawinan, Pasal 10 
Undang-Undang No 1 Tahun 1974, memberikan ketentuan bahwa apabila suami 
istri yang telah bercerai kemudian kawin lagi satu samalain, dan kemudian bercerai 
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lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melakukan perkawinan 
lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dariyang 
bersangkutan tidak menentukan lain. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud 
agar suami dan istri membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang 
mengakibatkan putusnya suatu perkawinan benar-benar dapat dipikirkan dan 
dipertimbangkan secara matang. 
 
2. Pernikahan Wanita Hamil Akibat Hamil di Luar Nikah  
Perkawinan terhadap wanita hamil, jika dikaitkan dengan wanita yang hail 
dalam aqad yang sah atau di talak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi hingga 
sampai melahirkan anak yang dikandungnya. Namun, jika wanita tersebut hamil 
dalam keadaan talaq mati, maka jumhur uulama berpendapat mengambil iddah 
terpanjang, sehingga setelah wanita lewat dari masa iddahnya baru dibolehkan 
pernikahan.  
Masalah perkawinan dengan wanita yang sedang hamil memiliki berbagai 
kontroversi penetapan apakan boleh atau tidaknya pelaksanaan hal tersebut 
menyangkut perkawinandi luar nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, telah 
mengatur persoalan perkawinan dengan wanita hamil dalam Pasa 53, yaitu : 
(1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang 
menghamilinya.  
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat 1 dapat 
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.  
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan 
perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.  
Selain itu, yang menjadi masalah dalam hal yaitu perkawinan yang terjadi 
terhadap wanita yang hamil oleh pria yang bukan menghamilinya.disini terjadi 
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berbagai pendapat oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya dilangsugkan 
perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang 
permasalahan ini. Yang menjadi dasar persoalan ini yaitu seorang wanita pezina 
dengan laki-laki yang baik-baik yang menurut Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 3 
dipahami terlarang wanita hamil luar nikah kawin dengan laki-laki yang baik-baik 
yang bukan menghamilinya.55 
Perbedaan yang terjadi mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan 
wanita hamil dalam pendapat para Ima Mazhab. Pendapat tersebut dapat 
dikelompokkan menjadi dua kelopok yaitu : 
a. Imam Hanafi dan Imam Syafi’i 
Wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-
laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Menurut Imam Hanafi: 
“Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, 
tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan 
kandungannya”.56 Menurut Imam Syafi’i hubungan seks karena zina itu tidak 
ada iddahnya, wanita hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan 
hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil. 57 
Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan 
hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Bagi mereka 
iddah hanya ditentukanuntuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan 
istri dalam perkawinan yang sah, namunsperma hasil hubungan seks di luar 
                                                  
55 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 165. 
56 Abdurrahman Al Jusry, Al Fiqh ‘ Ala Mazahibul Arba’ah, Beirut: Darul Haya’ At Turb Al 
Araby, 1969, hlm. 521. 
57 Ibid, hlm. 543. 
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nikah tidak ditetapkan oleh hukum dengan alasan tidak ditetapkan keturunan 
anak zina kepada ayah. 
Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat 
dilangsungkan dengan laki-laki tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi 
yang dalam kandungan itu lahir. Menurut Imam Syafi’I perkawinan wanita 
hamil itu dapat dilangsungkan dan dapat pula dilakukan persetubuhan 
dengannya.  
Memperhatikan pendapat Imam Syafi’I, maka seorang wanita hamil 
karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan 
perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehailannya itu tidak 
mempengaruhi dalam perkawinannya. Tetapi melihat pendapat Imam Hanafi, 
meskipunboleh wanita hamil melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-
laki, tetapi dia dilarang melakukan hubungan seksual. Berarti kehamilannya 
mempengaruhi terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga.  
b. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal  
Mereka mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara 
wanita hail karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan 
kandungannya. Mereka berpendapat sama halnya dengan yang dikawini dalam 
bentuk zina atau syubhat atau kawin pasid, maka dia harus mensucikan diri dala 
waktu yang sama dengan iddah.  
 
 
c. Imam Abu Yusuf dan Za’far 
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Mereka berpendapat tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina dan 
tidak boleh berhubungan seksual dengannya. Karena wanita tersebut dari 
hubungan tidak sah dengan lelaki lain maka haram menikahinya sebagaimana 
haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan hamil 
mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil 
yang ada nasabnya. Tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan 
apabila tidak boleh berhubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya.58 
  
3. Dampak Pernikahan Akibat Hamil di Luar Nikah (Perzinaan)  
a. Dampak terhadap kelurga.  
Seseorng yang melakukan perzinaan akan menimbulkan konflik besar dalam 
rumah tangga. Perzinaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga akan 
menanggung beban yang begitu berat. Apalagi kalau perzinaan tersebut 
mengakibatkan kehamilan, maka nama baik keluarga akan terancam dengan 
hadirnya anggota baru yang tidak memiliki orang tua secara lengkap (ayah). 
Selain itu, teraniaya anak-anak yang tidak berdosa akibat ulah orang-orang 
(orang tua yang melakukan perzinaan) yang tidak bertanggung jawb, sehingga 
mereka terpaksa menyandang sebutan anak zina/jaddah. 
b. Dampak terhadap kesehatan.  
Secara medis telah ditetapkan, bahwa zina menyebabkan berbagai penyakit dan 
wabah yang mematikan. Dr. Jhon Beardstown mengatakan bahwa:  
                                                  
58 Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Problematika Hukum Islam Kontemporer, 
Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 45. 
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“Indikasi-indikasi yang dikumpulkan dalam berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa penyakit kelamin kebanyakan ditimbulkan oleh hubungan seks diluar 
pernikahan”. Selain itu, Dr. Cauld Scott Nichold juga mengungkapkan bahwa: 
“Sebenarnya problem pertama yang kita hadapi sekarang adalah perubahan 
nilai-nilai etika yang didorong oleh hubungan seks yang diharamkan. Hal ini 
pada gilirannya, menyebabkan berkembangnya penderita penyakit yang 
ditimbulkan oleh kebebasan seks (perzinaan)”.59 
Beberapa penyakit yang ditimbulkan karena perzinaan antara lain sifilis, 
gonore, ulkus mole, limfroganuloma, vena-rium, gramunola linguinale, AIDS, 
molluskum kantongisum, trikomoniasis, uretris non spesifik dan masih banyak 
lainnya. Semua penyakit ini terbukti berpotensi sangat besar dapat menyebar 
melalui hubungan seks. Itu merupakan penyakit yang ditemukan secara 
kosmopolitik dalam jumlah yang sangat besar.60 
c. Dampak terhadap masyarakat  
Tidak dapat disangkal, bahwa adanya perbuatan zina mengakibatkan 
lahirnya anak-anak haram Kekerasan dan kekejaman biasanya akan menimpa 
anak tersebut, yang selanjutnya akan merusak peradaban secara umum. Selain 
itu dengan adanya perbuatan zina, maka ada pula prostitusi dan wanita jahat 
yang merupakan kalangan yang sangat terhina dan tercela dalam masyarakat. 
Hal ini betul-betul merupakan hal yang bertentangan dengan keadilan dan 
persaudaraan dalam masyarakat.  
                                                  
59 Yakan, Fathi, Al Islam Wa ‘I-Jins, diterjemahkan Syafril Halim, Islam Dan Seks, Jakarta: 
Firdaus, 1990, hlm. 46. 
60 Surtiretna, Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis, Bandung: Remaja 
Rosda Karya, 2002, hlm. 225. 
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Ustadz Abu A’la Maududi menyatakan: “Perbuatan zina bertentangan 
dengan fitrah manusia, seperti kawin, hidup berdampingan, saling menyayangi 
dan tinggal bersama keluarga. Seorng pezina akan terbiasa mencicipi dan 
menukar-nukar (wanita dan lakilaki), hal ini sangat bertolak belakang dengan 
hubungan suami istri yang ideal. Hubungan yang tidak legal tidak akan 
menimbulkan rasa kasih sayang, kepercayaan, ketenangan, dan kebahagiaan.61 
d. Menurut akhlak  
Di antara fenomena keruntuhan akhlak akibat kebebasan seks adalah 
menonjolnya tabiat hewani seseorang, menyebarnya sifat egoisme dan sifat 
masa bodoh tanpa batas. Semua fenomena tersebut secara khusus terlihat ada 
batasnya. Kebiasaan berhubungan layaknya suami istri sudah menjadi jadwal 
harian. Pada lahirnya aborsi dilakukan tanpa ada rasa menyesal dan niat untuk 
menjauhi perbuatan zina.  
Keserakahan seks dan keonaran dalam suatu masyarakat, secara spontan 
disertai dengan tersebarnya kemewahan, kemubadzirn dan penghamburan 
kekayaan yang mempunyai dampak sangat jelek terhadap masyarakat.62 Sebab 
sumber daya yang sebenarnya dapat dimanfaatkan di sektor lain yang lebih 
berguna, dialihkan untuk memenuhi nafsu seksual, sehingga secara tidak 
langsung kebiasaan tersebut akan berakibat pada kemelaratan masyarakat 
sendiri. 
 
                                                  
61 Yakan, Op Cit., hlm. 48. 
62 Ibid., hlm. 69. 
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BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pernikahan di Bawah 
Umur Akibat Hamil di Luar Nikah 
1. Hukum Pernikahan di Bawah Umur dalam Pandangan Islam  
Islam telah memerintahkan umatnya untuk menikah, maka tidak ada lagi 
alasan bahkan larangan untuk menikah, adapun penolakan dengan niat hendak 
menyibukan diri dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih 
bagi mereka yang telah mampu melakukannya, baik dari segi persyaratan mental 
maupun sarana dalam memenuhi tuntunan kebutuhan biologis yang ada pada setiap 
orang adalah suatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kebutuhan 
biologis atau nafsu syahwat merupakan naluri yang kuat diantara naluri-nluri 
lainnya. 
Kesalahan sebagai umat Islam bukan terletak pada pengajaran agamanya, 
tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran yang benar, 
memutuskan perintah-perintah Allah yang seharusnya disambung, perusakan 
dibumi yang sejalan dengan insting binatang tanpa disadari bahwa sesungguhnya ia 
diciptakan syariat untuk mendidik manusia.63 
a. Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Fiqih Islam 
Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah 
satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun. Baik 
                                                  
63 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat Khitab Nikah Dan Talak, Jakarta: Amzah, 
2009, hlm. 41-42. 
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pria atau wanita jika belum cukup umur 17 (tujuh belas) tahun jika 
melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di 
Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya 
desa melainkan juga kota.64 
Menurut Imam Syafi‟i wali tidak boleh menikahkan anak yang masih 
kecil yang belum mencapai akil baligh kecuali wali yang berupa ayah, bagi wali 
selain ayah apabila menikahkan keduanya maka nikahnya batal.65 Usia baligh 
seseorang dicirikan dengan ikhtilam (mimpi basah) bagi seseorang laki-laki dan 
keluarnya darah haid bagi seorang perempuan. Hukum pernikahan di bawah 
umur adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah 
ditentukan yaitu sighat (ijab-qabul), calon mempelai (suami-isteri), wali bagi 
perempuan dan dua saksi. 
 
b. Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Masyarakat 
Ada beberapa daerah seperti daerah Kerinci, Roti dan Toraja, dalam adat 
mereka tidaklah melarang perkawinan antara orang-orang yang masih kanak-
kanak. Khususnya di pulau Bali perkawinan gadis yang belum dewasa itu 
merupakan suatu perbuatan yang dapat di jatuhkan hukuman.66 Tetapi meskipun 
di kebanyakan daerah perkawinan anak-anak itu di perkenankan di dalam 
kenyataan, biasanya tidak akan terjadi, bahwa orang tua atau wali dari anak-
anak itu akan memberi izin mereka kawin sebelum mencapai umur 15 atau 16 
                                                  
64 PIK Smansario, Pengertian Pernikahan Dini Dampak Positif dan Negatif, http:// 
piksmansario.blogspot.co.id. 2014. 
65 Imam Syafi‟i Abu Abdillah Muhammad bin Idris, Mukhtashar Kitab al-Umm Fii Al-Fiqhi, tt. 
hlm. 25. 
66 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Toko Gunung 
Agung, 1995, hlm. 133. 
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tahun bagi peremuan dan 18 atau 19 bagi laki-laki. Apabila terjadi seseorang 
anak peremuan yang umurnya masih kurang dari 15 tahun dikawinkan dengan 
seorang anak laki-laki berumur kurang dari 18 tahun ataupun lebih, apabila 
setelah nikah, hidup bersama antara dua mempelai sebagai suami isteri 
ditangguhkan samapi mereka sudah mencapai umur yang pantas. 
Menurut Hukum Adat menentukan seseorang sudah dianggap dewasa 
yaitu bukan dari segi umur tapi kenyataan-kernyataan seperti:  
1) Kuwat gawe (dapat/mampu bekerja sendiri), yang dimaksud disini yaitu 
cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakat 
serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya itu. 
2) Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri. Menurut 
hukum adat “dewasa” ini baru mulai setelah tidak menjadi tanggungan orang 
tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua jadi bukan asal sudah kawin 
saja.67 
c. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Ketentuan usia calon mempelai diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 15 yang berbunyi: 
1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh 
dilakukan calon mempelai yang telah mecapai umur yang ditetapkan dalam 
Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-
kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 
16 tahun. 
2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat 
izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-
undang No. 1 Tahun 1974. 
 
Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini memang tidak memberikan aturan 
yang berbeda dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi ia 
menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan di dalam menetapkan 
                                                  
67 Ibid. 
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peraturan ini, yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak diterangkan di dalam 
Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai 
hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan 
umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya 
kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program 
Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-
undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur 
dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini semata-mata 
di dasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan 
yang meraka langsungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas 
maupun rohani. Undang-undang perkawinan membatasi umur untuk 
melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. 
Penyimpangan dari batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapat 
dispensasi pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru perkawinan dapat 
dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu 
melaksanakan perkawinan dibawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang 
telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku. 
Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan 
sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga 
yang selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya dari Tuhan Yang Mahakuasa. 
Agar hal ini dapat terlaksana maka kematangan calon mempelai sangat 
diharapkan, kematangan dimaksud disini adalah kematangan umur perkawinan, 
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kematangan dalam berpi kir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan 
sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik.68 
Adanya batasan umur, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia 
baik yang terdapat di dalam adat ataupun hukum islam sendiri dapat dihindari. 
Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 harus 
mendapatkan izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), 
(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini Kompilasi 
tampaknya memberi aturan yang sama dengan Undang-undang perkawinan. 
Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita 
untuk nikah, mengakibatkan kelahiran lebih tinggi dan berakibat pada kematian 
ibu hamil, pengaruh lainnya adalah keadaan reproduksi wanita menjadi 
terganggu. 
 
2. Hukum Pernikahan Akibat Hamil di Luar Nikah  
a. Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah Menurut Fiqih Islam  
Para ulama sepakat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina 
dengan demikian maka perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang 
dihamilinya sendiri adalah sah atau boleh karena tidak bertentangan dengan 
firman Allah SWT dalam surat An Nur ayat 3, yang artinya:  
“Laki-laki berzina tidak boleh kawin melainkan sama perempuan yang berzina 
atau perempuan musyrik dan perempuan berzina tidak dikawini melainkan oleh 
laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan orang yang demikian itu 
diharamkan atas orang-orang mukmin.” 
 
                                                  
68 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, 
hlm. 11. 
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Maksud dari ayat ini adalah mengemukakan untuk menghindari 
perzinaan, karena laki-laki dan perempuan pezina akan mendapatkan pasangan 
hidup yang sama.69 
 
b. Pendapat Para Madzhab Tentang Perkawinan Akibat Hamil di Luar 
Nikah 
 
 Jumhur Ulama menurut kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa, 
wanita hamil karena zina boleh dikawini siapa saja baik laki-laki yang 
menghamilinya maupun laki-laki lain, karena kandungan yang ada pada wanita 
itu tidak sah keturunannya. Hal ini didasarkan alasan bahwa Al Qur’an tidak 
menyebutkan wanita hamil karena zina ke dalam kelompok wanita yang haram 
dinikahi sebagaimana disebutkan dalam surat An Nisa’ 23 dan 24.70 
1) Imam Syafi’i berpendapat bahwa nikah dengan wanita akibat perzinaan 
hukumnya boleh karena terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang 
berbunyi “Tidak diharamkan perkara haram bila menjadi halal”.71 
2) Imam Abu Hanifah berpendapat hukumnya boleh dengan dua alasan: 
a) Karena wanita zina bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi 
b) Karena boleh menikahi anak hasil zina.72 
 
Dalil dari pada pendapat Imam Syafi’i yang dikuatkan oleh Abu Hanifah 
di atas bahwasanya senantiasa berpegang teguh dengan pernyataan-pernyataan 
bahasa hukum dan istilahnya. Secara implisit perkataan nikah mereka artikan 
hubungan badan yang halal karena akad nikah. Sedangkan orang yang hamil 
tanpa akad nikah terlebih dahulu tidak dapat dipersamakan dengan orang yang 
hamil karena hubungan suami istri. Namun mereka tetap  
                                                  
69 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 285. 
70 Depag, Mimbar Hukum, Jakarta Pusat: Al Hikmah dan DITBINPERA, 2003, hlm. 75. 
71 Wahab, Fiqih Islami Wa Adillatuhu, Bairut: Darul Fikri, 1989, hlm. 142. 
72 Ibid, hlm. 143. 
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berstatus sesuai dengan keadaan sebelum mereka melakukan perzinaan. Imam 
Maliki juga memperbolehkan menikahi wanita zina dengan syarat menunggu 
akad nikah selama tiga bulan atau tiga haid.73 
Imam Hambali74 berpendapat bahwa wanita yang berzina baik hamil 
atau tidak, dilarang dinikahkan oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya 
kecuali bila terpenuhi dua syarat: 
1) Wanita itu telah habis iddahnya, berlaku baginya masa tunggu sebagaimana 
layaknya iddah wanita yang diceraikan atau ditinggal mati, yakni tiga kali 
haid bagi yang tidak hamil terhitung sejak ia melakukan zina dan melahirkan 
anak bagi wanita yang hamil, sebelum iddahnya habis ia belum boleh 
menikah dengan laki-laki manapun juga, pendapat itu sama dengan Imam 
Maliki, dan keharamannya itu didasarkan kepada hadits diambil dari kias 
yang melarang menyirami kebun orang lain yang sudah mempunyai 
tanaman.  
2) Wanita itu telah taubat dari perbuatan maksiat (zina) apabila ia belum taubat 
maka ia tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki manapun juga meskipun 
telah habis iddahnya.75 
 
Kalau pendapat-pendapat diatas kita telusuri perbedaan pendapatnya 
terjadi pada sah dan tidaknya perkawinan sesudah hamil akibat zina atau 
perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya 
atau laki-laki lain. Pendapat yang mengatakan sah nikahnya karena 
laranganlarangan yang dikemukakan yang terdapat dalam hadits dapat menjadi 
pegangan dan tidak ada ayat Al Qur’an yang secara tegas melarang, kalau 
ditinjau dari segi sosiologis memang menguntungkan bagi pihak wanita karena 
pendapat-pendapat tersebut di atas sama saja yakni tidak boleh berkumpul 
berarti sama saja tidak kawin.  
                                                  
73 Ibid, hlm. 140. 
74 Ibid, hlm. 140. 
75 Ashari Abdul Ghofar, Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil, 
Jakarta: Gramada, 1987, hlm. 101. 
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c. Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah Menurut KHI  
Di Indonesia sedikit banyak pendapat ulama-ulama tersebut diatas masih 
berpengaruh terhadap pola pikir umat Islam untuk menentukan hukum,  
sehingga masih selalu tumbuh perbedaan-perbedaan pendapat antara yang 
membolehkan dan mengharamkan ini ada juga yang tidak konsisten dengan 
pendapatnya yakni kebiasaan mereka terpaksa menikahkannya hanya untuk 
menutup malu dengan syarat setelah menikah belum boleh campur sebagai 
suami istri, dan setelah anaknya lahir pernikahannya harus diulangi. Pendapat 
ini agak sulit dipahami sebab bila ia berpendapat haram maka semestinya jangan 
dilaksanakan perkawinan itu walaupun harus menanggung malu dan sebaliknya 
bila hendak dilaksanakan pernikahan itu yang berarti boleh (tidak haram) maka 
ketentuan tidak boleh campur dulu dan harus menikah ulang itu tidak perlu 
diadakan. Inilah keadaan hukum dalam masyarakat Islam Indonesia, walaupun 
agak sulit diterima oleh logika hukum, tapi inilah yang hidup di kalangan 
masyarakat.  
Untuk mengakhiri keanekaragaman dalam penerapan hukum itu, maka 
bagi bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 mutlak diperlukan adanya keseragaman hukum yang 
menjamin hidup bernegara dan mengarah kepada kesatuan hukum yang 
menjamin hidup bernegara dan mengarah kepada kesatuan hukum sekaligus 
merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia 
yang beragama Islam. Oleh karena itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 
ayat 1 dinyatakan seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan 
pria yang menghamilinya. Ayat ini mengandung ketegasan hukum dan sekaligus 
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menghapus keragu-raguan umat Islam tentang boleh atau tidaknya menikahkan 
wanita hamil di luar nikah, dan pada Pasal 53 (KHI) ayat 2 dinyatakan: 
“Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 
dilangsungkan tanpa mengganggu terlebih dahulu kelahiran anaknya”.  
Oleh karena pernikahan itu sudah dinyatakan sah menurut hukum, maka 
tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir, 
sebagaimana ditegaskan pada Pasal 53 ayat 3 KHI sebagai berikut: “Dengan 
dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan 
perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”. 
Ketentuan hukum tersebut di atas sama sekali tidak berani melegalisir 
perbuatan zina yang telah diperbuat oleh yang bersangkutan yang dihalalkan 
atau diperbolehkan, karena hukum menyatakan bahwa perbuatan dan segala 
akibat perzinaan itu tetap dipandang tidak sah menurut hukum sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 199, KHI sebagai berikut:  
1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah  
2) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri 
tersebut.  
 
Pada Pasal 100 berbunyi anak yang lahir di luar pernikahan tidak 
dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum, sehingga pada gilirannya 
ketentuan anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan saling 
mewarisi dengan ibunya dan keluarga dan pihak ibunya, sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 186, KHI sebagai berikut: “Anak yang lahir diluar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan mewarisi dengan ibunya dan keluarga 
dari pihak ibunya.” Dan dalam penjelasan Pasal 186 tentang anak yang lahir 
diluar perkawinan dinyatakan: “yang dimaksud dengan anak yang lahir diluar 
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perkawinan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau akibat 
hubungan yang tidak sah.” 
3. Analisis Keputusan Hakim dalam Penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA Bbs 
Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar 
nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang diajukan oleh 
Pemohon, Sumiyati binti Supriyati umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, 
tempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes, yang pada intinya mengemukakan bahwa Pemohon bermaksud 
hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Laki-Laki 
Pemohon dengan seorang perempuan bernama Dinda Nur Hapsari binti Masnuri 
dengan calon suaminya bernama Agung Prayitno bin Kadis yang akan dilaksanakan 
dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, namun maksud tersebut ditolak oleh 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan surat 
Nomor: 169/Kua.11.29.04/PW.01/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017. 
Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut 
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah 
terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai 16 tahun. 
Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah 
sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan 
sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 14 minggu, sehingga Pemohon tidak 
ingin menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan apabila tidak segera 
dinikahkan.  
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Hasil keputusan hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan 
memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dinda Nur Hapsari binti 
Masnuri untuk menikah dengan calon suami bernama Agung Prayitno bin Kadis. 
Adapun pertimbangan penetapan tersebut antara lain:  
1. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 15, Pasal 53 
Kompilasi Hukum Islam.  
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: 
Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada 
Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau 
pihak wanita. 
 
Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam: 
(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh 
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam 
pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-
kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 
16 tahun 
(2) Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus 
mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan 
(5) UU No.1 Tahun 1974. 
 
Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: 
(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 
menghamilinya. 
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 
dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.  
 
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 
mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun, dan apabila 
umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan 
Agama. Dari fakta tersebut, anak Pemohon Dinda Nur Hapsari sebagai calon 
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istri dari calon suami Agung Prayitno belum genap mencapai usia minimal bagi 
calon pengantin wanita, yaitu berusia 12 tahun, 11 bulan. Namun, oleh karena 
demi keperluan yang mendesak jika tidak segera dinikahkan akan terus 
melakukan perbuatan yang melanggar norma agama/susila, dengan maksud 
untuk mencegah (asy-syadd adz-dzara’i) agar tidak terus menerus terjerumus 
pada perbuatan yang dilarang dan dapat menutup aib keluarga serta lingkungan 
masyarakat setempat, maka pernikahan bagi keduanya merupakan sebuah 
keniscayaan sebagai jalan terbaik yang dibolehkan oleh syara’ dan hukum yang 
berlaku dengan memberikan dispensasi kawin bagi calon mempelai wanita yang 
belum cukup umur tersebut untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan 
undang-undang, dengan pertimbangan khusus yang kewenangannya dijamin 
oleh Undang-Undang pula (lex specialist). 
2. Kaidah Fiqiah  
Pernikahan akan dapat menghindari fitnah dan sebagainya, hal ini sesuai 
pula dengan kaidah fiqiah yang menyatakan bahwa “kemadhorotan harus 
dihilangkan semampu/semaksimal mungkin”. Hal mana sesuai pula dengan dalil 
naqli yang tertulis dalam hadist riwayat Muntafaq ‘alaih, yang berlaku baik, bagi 
pemuda maupun pemudi muslim, yang artinya sebagai berikut: “Wahai para 
pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahkan, .....” 
Batas usia perkawinan yang diatur oleh undang-undang, secara historis 
dan filosofis haruslah difahami untuk maksud agar calon mempelai mampu 
menjalani mahligai rumah tangga secara fisik dan mental keduanya telah siap 
dan matang (maturity of married age), namun dengan memperhatikan alasan/ 
bukti dan/ atau fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, perlu 
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dipertimbangkan bahwa jika tidak segera dinikahkan dengan diberikannya 
dispensasi kawin, maka tentu akan mendatangkan kemadharatan yang lebih 
besar bagi diri kedua mempelai dan keluarganya, bahkan lingkungan sosialnya 
dan sebaliknya akan memberikan kemanfaatan karena dapat menyumbat kepada 
perbuatan dosa bagi keduanya, dengan pernikahan akan dapat menghindari 
fitnah dan sebagainya, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqiah.  
Para pakar hukum Islam/ahli hukum fikih berbeda pendapat dalam 
masalah ini. Imam Mazhab seperti Imam Syafi’i, Abu Hanifah, Maliki, dan 
Ahmad bin Hanbal membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil 
karena zina, asalkan yang menikahinya itu adalah laki-laki yang 
menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya 
dikawini.76 Abu Yusuf dan sebuah riwayat dari Imam Abu Hanifah berpendapat, 
tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil, sebelum ia 
melahirkan, agar nutfah suami tidak bercampur dengan tanaman orag lain. 
Dalam riwayat lain Abu Hanifah berpendapat, bahwa perkawinan dengan 
perempuan berzina yang hamil, sah, tetapi tidak boleh melakukan 
coitus/hubungan badan sebelum anaknya lahir.77 
Adapun menikahi wanita yang sedang hamil, dan kehamilannya           itu  
karena   perbuatan   orang   lain,  menurut   pendapat   Imam   Abu  Yusuf,  
perkawinannya hukumnya fasid (batal). Sedangkan Abu Hanifah dan Imam 
Syafi’i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil yang dihamili laki-laki lain 
                                                  
76 Hasan, M. Ali, Masail Fiqhiyah al-Haditsah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 96. 
77 Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah,  alih  bahasa  Mahyuddin Syaf, Bandung: Al Ma’arif, hlm. 150-
151. 
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adalah sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain, dan boleh 
mengumpulinya karena janin yang telah ada tidak akan ternoda oleh benih yang 
baru ditanam.78 
Menurut hukum positif sebagaimana tertera dalam Pasal 7 ayat (1) 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batasan umur 
untuk melaksanakan pernikahan adalah sekurang-kurangnya 19 tahun bagi 
calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri. Lalu juga ada pasal lain yang 
menyebutkan bahwa pernikahan dibawah usia 21 tahun hanya bisa 
dilangsungkan dengan persyaratan tambahan yakni harus meminta dispensasi 
kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua 
pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Aturan mengenai pernikahan diusia 
muda, juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 
dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Atas 
dasar pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan permohonan pemohon 
dengan Penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA Bbs, memberi dispensasi kepada 
Dinda Nur Hapsari binti Masnuri untuk menikah dengan calon suami bernama 
Agung Prayitno bin Kadis.  
B. Dampak Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah  
Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif 
maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan di bawah umur akibat 
hamil di luar nikah. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini 
menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara 
                                                  
78 Ibid., hlm. 40 
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emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan 
kedewasaan.  
Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan 
kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-
persoalan psikis dan sosial. Kematangan fisik misalnya, menjadikan kelenjar-
kelenjar seksual mulai bekerja aktif untuk menghasilkan hormone-hormone yang 
dibutuhkan. Ini kemudian menyebabkan terjadinya dorongan untuk menyukai lawan 
jenis, sebagai manifestasi dari kebutuhan seksual. Pada taraf ini, keinginan untuk 
mendekati lawan jenis memang banyak disebabkan oleh dorongan seks.  
Akibatnya, manakala terdapat jalan untuk memenuhi dorongan seks dengan 
sesama jenis, penyimpangan dorongan seks dapat dengan mudah terjadi.79 
Pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah pada dasarnya berdampak 
pada segi fisik maupun biologis remaja,80 diantaranya yaitu:  
1. Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja 
a. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan 
melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.  
b. Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.        Pada 
kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak  
memperhatikan   pendidikanya,  apalagi   ketika   menikah  langsung  
                                                  
79 Adhim, M. F., Indahnya Pernikahan Dini, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 18-19. 
80 Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak bagi Pelakunya, Jurnal 
Yudisia, 7, 2016, hlm. 400-409. 
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memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, 
sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang 
yang lebih tinggi.  
c. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status 
baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi 
sosial dengan lingkunganya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat 
berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa 
canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya. 
d. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis 
mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena 
pendidikan yang minim) 
e. Pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah ada kecenderungan 
sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan 
membawa penderitaan. 
f. Pernikahan usia dini salit mendapatkan keturutan yang baik dan sehat karena 
rentan penyakit.  
g. Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi  
h. Bagi anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses 
kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, 
sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan 
anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan 
berat lahir rendah.  
i. Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 
17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun 
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pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkolerasi 
dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak 
perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat 
hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara 
resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini 
disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan 
panggul belum siap untuk melahirkan.  
2. Dampak Bagi Sang Anak 
a. Akan lahir dengan berat yang rendah 
b. Cedera saat lahir 
c. Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian. 
d. Karena pernikahan dini menjadikan pendidikan anak terputus, hal ini 
berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi anak  
e. Kesehatan psikologi anak akan terganggu karenaibu yang melakukan 
pernikahan dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi 
dan mempunyai krisi kepercayaan diri 
f. Anak beresiko mengalami keterambatan perkembangan, kesulitan belajar, 
gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula pada usia dini 
3. Dampak bagi keluarga yang akan di bina 
a. Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum 
matang bagi pasangan muda tersebut 
b. Kesulitan ekonimi dalam rumah tangga 
c. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan 
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d. Relasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga. Landasan 
religious dalam layanan bimbingan agama bagi calon suami istri  
e. Pernikahan dini mempunyai hubungan dengan kependudukan, yang 
menyebabkan laju pertumbuhan sangat cepat yang disebabkan batasan umur 
yang rendah bagi perempuan. 
f. Kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang 
menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau 
bahkan belum bekerja. 
Selain itu, dampak psikologis yang ditimbulkan karena pernikahan dini yaitu 
tentang perceraian yag marak terjadi. Faktor penting yang menyebabkan pernikahan 
muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental 
yang bersangkut paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal secara 
meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup 
bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.  
Kehidupan bersama layaknya suami istri sebelum menikah, membuat 
mereka mengalami desentisasi atau melemahnya kepekaan. Mereka kurang bisa 
merasakan cinta dan kasih sayang. Meskipun pasanganya memberi perhatian yang 
besar, tetapi ketika perhatian itu tidak dirasakan, pada hakikatnya sama seperti tidak 
ada perhatian. Sementara itu, hadirnya anak sebelum menikah, membuat mereka 
memasuki pernikahan dalam keadaan terpaksa. Mereka melangkah ke pernikahan 
bukan bermaksud mendirikan rumah tangga di atas bangunan komitmen yang 
kokoh, melainkan karena hidup bersama terlalu lama atau karena harus 
melaksanakan tanggung jawab mendidik anak secara bersama-sama. Tugas ini 
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begitu mendadak, meskipun mereka sudah lama saling kenal dan saling 
berhubungan.  
Mereka memasuki pernikahan secara tergesa-gesa, bukan atas dasar 
pertimbangan yang matang. Karenanya, menikah usia muda karena kecelakaan atau 
akibat hamil di luar nikah tidak dapat dipersamakan dengan pernikahan dini. Hal 
lain yang banyak mempengaruhi berhasil tidaknya pernikahan adalah cara 
berkomunikasi dengan pasangan, pengambilan keputusan, serta bagaimana 
menghadapi konflik. Juga yang menyebabkan hancurnya perkawinan adalah karena 
tidak adanya kematangan emosi sehingga tidak mampu mengolah emosi dengan 
baik. Salah satu akibatnya adalah seorang tidak sabar dalam menerima proses 
perubahan dari pasangan. Kemudian penyebab lain karena pernikahan yang tergesa-
gesa dengan hanya menyerahkan semua hal kepada guru spiritual, tetapi ia tidak 
menyertai dengan kesiapan untuk menerima apa adanya siapapun yang akan 
menikah dengan dirinya.81  
Berdasarkan uraian di atas, analisis penulis dampak pernikahan di bawah 
umur akibat hamil di luar nikah dengan Penetapan No. 097/Pdt.P/2017/PA Bbs, 
antara lain yaitu kesulitan ekonimi dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan 
hancurnya perkawinan karena tidak adanya kematangan emosi sehingga tidak 
mampu mengolah emosi dengan baik, tidak adanya komunikasi dengan pasangan, 
salah dalam pengambilan keputusan, serta tidak mampu menghadapi konflik karena 
tidak adanya kesiapan untuk menerima apa adanya siapapun yang akan menikah 
dengan dirinya.  
                                                  
81 Adhim, M. F., Op Cit, hlm. 23-26. 
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Perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah mengesankan bahwa 
calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. 
Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama 
berumah tangga. Keadaan demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di 
bawah umur. Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral 
pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami 
goncangan mental karena masih memiliki mental labil dan belum matang 
emosionalnya. Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat 
kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.82 
Pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah dengan penetapan No. 
097/Pdt.P/2017/PA Bbs hanya berumur sebenar dan berakhir dalam perceraian 
dengan Putusan No. 1421/Pdt.G/2019/PA Bbs yang disebabkan karena sejak bulan 
Maret 2018 rumah tangga kedua pasangan mulai tidak harmonis, suami pergi 
meninggalkan istri tanpa biaya nafkah lahir dan batin. Hal ini melanggar sighat talik 
talak, yaitu tidak memberi nafkah wajib kepada istri 3 (tiga) bulan lamanya dan 
membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan lamanya. Tidak 
bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan 
usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya 
sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental 
mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Masalah yang 
timbul dalam kehidupan pasangan suami isteri umumnya perselisihan yang 
menyangkut masalah keuangan.  
                                                  
82 Labib, MZ., Risalah Nikah, Talak dan Rujuk, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006, hlm. 36.. 
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Adanya perceraian tentunya membawa dampak bagi perkembangan mental 
anak apalagi jika anak-anak mereka masih kecil. Selain berdampak pada pasangan 
suami isteri dan anak-anaknya, perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar 
nikah juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila 
perkawinan diantara anak-anak lancar maka sudah barang tentu akan 
menguntungkan oang tua masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan 
rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah adalah 
perceraian. Hal ini mengakibatkan betambahnya biaya hidup dan yang paling parah 
lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak.  
Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi jika perkawinan itu 
dilakukan pada usia dini, bagi mereka yang merasa tidak bahagia akan selalu 
menemui perselisihan dan bisa menyebabkan perceraian. Hal ini akan merugikan 
kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarga suami isteri dan mungkin dapat 
mengurangi keharmonisan mereka. Tokoh kerabat yang terpenting bagi suami isteri 
adalah mertua, hubungan itu bersifat resmi tetapi biasanya mejadi akrab. Namun 
seringkali terjadi ketegangan-ketegangan diantara keluarga suami isteri atau yang 
sering disebut bisan, terutama jika terjadi perceraian diantara anak-anak mereka 
yang kadangkala mengurangi keakraban dan keharmonisan dua bisan tersebut. 
Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah 
umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan di bawah 
umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai 
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dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langsungkan.83 
Pencegahanan tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah, misalnya; 
melakukan sosialisasi tentang dampak pelaksanaan pernikahan dini, menjelaskan 
pada masyarakat tentang hakikat pernikahan. Hasil ini dapat dicapai dengan 
memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat. 
Pada dasarnya tidak ada patokan yang baku mengenai usia pernikahan yang 
dianggap pantas pada seseorang secara sosial, kecuali yang telah tercantum dalam 
Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Untuk membentuk suatu keluarga 
harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk 
keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis dan mampu bertanggung jawab. 
Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga 
sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi perempuan 
ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah 
tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. Menikah merupakan suatu 
keputusan yang seharusnya diambil secara sadar dan melalui banyak pertimbangan 
sehingga tidak dapat dilakukan secara sembarangan.  
Pernikahan di bawah umur memang dapat menjadi solusi untuk menghindari 
para remaja dari hal-hal yang tidak di inginkan. Apalagi bagi pasangan yang telah 
hamil diluar nikah untuk menutupi aib juga supaya jelas status anaknya nanti. 
Namun sangat banyak efek negatif yang ditimbulkan sebab pernikahan tersebut 
tidak di dasari atas dasar kemampuan dan kemandirian. Banyak pasangan 
pernikahan dini setelah menikah masih bergantung kepada orang tuanya. Jadi 
                                                  
83 Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, 
hlm. 11. 
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pernikahan di bawah umur boleh saja apabila telah masak jiwa raganya untuk 
melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik 
tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 
1. Hukum pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah dalam pandangan 
Islam dibolehkan. Menurut kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa, wanita 
hamil karena zina boleh dikawini siapa saja baik laki-laki yang menghamilinya 
maupun laki-laki lain, karena kandungan yang ada pada wanita itu tidak sah 
keturunannya. Pendapat Imam Syafi’i, nikah dengan wanita akibat perzinaan 
hukumnya boleh karena terdapat hadits yang diriwayatkan Aisyah berbunyi 
“Tidak diharamkan perkara haram bila menjadi halal”. Imam Maliki juga 
memperbolehkan menikahi wanita zina dengan syarat menunggu akad nikah 
selama tiga bulan/tiga haid, dan Imam Hambali berpendapat bahwa wanita yang 
berzina baik hamil atau tidak, dilarang dinikahkan oleh laki-laki yang 
mengetahui keadaannya kecuali bila terpenuhi dua syarat, yaitu wanita itu telah 
habis iddahnya dan wanita itu telah taubat dari perbuatan maksiat. Pernikahan 
akibat hamil di luar nikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. 
2. Dampak pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah pada penetapan 
No. 097/Pdt.P/2017/PA Bbs yaitu kesulitan ekonimi dalam rumah tangga. Hal 
ini menyebabkan hancurnya perkawinan dan berakhir dalam perceraian dengan 
putusan No. 1421/Pdt.G/2019/PA Bbs, karena tidak adanya kematangan emosi 
sehingga tidak mampu mengolah emosi dengan baik, tidak adanya komunikasi 
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dengan pasangan, salah dalam pengambilan keputusan, serta tidak mampu 
menghadapi konflik karena tidak adanya kesiapan untuk menerima apa adanya 
siapapun yang akan menikah dengan dirinya. 
 
B. Saran  
Mencermati simpulan tersebut di atas, maka penulis menyampaikan saran-
saran sebagai berikut: 
1. Bagi para remaja yang masih di bawah umur hendaknya berfikir panjang, 
janganlah hanya menuruti keinginan yang tanpa dilandasi dengan pemikiran dan 
pertimbangan yang matang sehingga melakukan hal-hal yang sifatnya negatif 
dan untuk para wanita hendaknya membenahi diri dan ahlak agar tidak terjadi 
hal-hal yang merugikan diri sendiri dan janganlah mengumbar aurat yang akan 
mengakibatkan seseorang pria berfikir negatif. 
2. Bagi orangtua sudah seharusnya memberikan pendidikan yang baik di rumah, 
karena orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi anak. Memberikan 
pengertian kebebasan yang dibatasi dengan norma-norma agama kepada anak. 
Memberikan sex education atau pendidikan seks dini kepada remaja agar 
menjadi remaja yang terarah dan tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. 
3. Bagi Pemerintah diharapkan lebih mensosialisasikan Undang-Undang 
Perkawinan, di samping itu perlu meningkatkan pembinaan keagamaan generasi 
muda dan memberikan penyuluhan tentang pendidikan seks terhadap para 
remaja serta pembinaan suscatin (kursus calon pengantin) perlu ditingkatkan 
baik secara kualitas maupun kuantitas. 
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